
 
 

 
 
 
 

 
 

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 
 
 

 PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG 

       NOMOR 07 TAHUN 2006 

T E N T A N G 

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA PANGKALPINANG, 

 
Menimbang : a.  bahwa dalam rangka membantu kegiatan dan kelancaran 

administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, guna mendukung 
terwujudnya kehidupan Demokrasi di Kota Pangkalpinang, perlu 
diberikan Bantuan Keuangan  ; 
 

  b. bahwa Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud, diberikan 
kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di Lembaga 
Perwakilan Rakyat Daerah ;  
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota 
Pangkalpinang tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;  
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah 
Tk.I  Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 



Nomor 4033) ; 
 

  3. 
 
 
 
4. 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4251) ; 
 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251) ; 
 
 
 
 
 
 
 

  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4310) ;  
 

  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara  Nomor 4438); 
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi  Sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3952); 
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513); 



 
  11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 

tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang, (Lembaran Daerah Kota 
Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7); 
 

  12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-
Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota 
Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 08 Seri D Nomor 03); 
 

  13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2003 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 09 Seri E Nomor 
01); 
 

  14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2005 
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2006 
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2005 Nomor 15 Seri 
A Nomor 03); 
 
 
 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA 

PANGKALPINANG 

Dan 
WALIKOTA PANGKALPINANG 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG 
BANTUAN KEUANGAN  KEPADA PARTAI POLITIK. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 

 

Dalam Peraturan Daerah  ini yang dimaksud dengan : 
 
1.   Kota adalah  Kota  Pangkalpinang. 


